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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
   NOMOR  PM. 83 TAHUN 2011 

TENTANG 
STANDAR BIAYA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

TAHUN ANGGARAN 2012 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, 
Standar Biaya merupakan salah satu instrumen yang 
digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;  

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 
2012, Kementerian Negara/Lembaga dapat menggunakan 
standar biaya lain yang dibutuhkan di luar standar biaya yang 
telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perhubungan tentang Standar Biaya Kementerian 
Perhubungan Tahun Anggaran 2012; 

 
Mengingat :  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5178); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 67 Tahun 2010; 
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